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ABSTRAK

Basriati B, Anwar Parawangi dan Nasrul Haq, Implementasi Program
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten
Gowa.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
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BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salc 1| permasalahan ekonomi yang ada di

berbagai Negara termasuk n

% \“P&\AC) S 4
1 \\\‘\i'h,///

Proses pem
masyarakat dipengaruhi oleh institusi negara melalui kebijakan dan peraturan
yang dibuatnya, sedangkan yang kedua adalah dimensi mikro yaitu proses
pembangunan vang terjadi dipengaruhi oleh individu dan kelompok masyarakat
itu sendiri (Adi, 2003).

Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan terbagi dalam dua kategori
yaitu kemiskinan Kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kulwral

dimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakal
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vang lemah. sementara kemiskinan struktur dipandang sebagai akibat dari
terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat vang disebabkan oleh

kebijakan pemerintah yang timpang, (Budiman. 2000). Pemerintah turut serta

‘mempengaruhi perubahan sosial masyarz  dengan landasan keadilan sosial bagi

RN

seluruh rakyat Indonesia (stn disisi lain, masyarakat

2013- 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gowa Tahun 2013-2017

J— T Indikator Kemiskinan
Indikator Keilsionan 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | 6] 57.03 | 5947 | 6152 | 62.77

Persentas Penduduk Miskin (%) | 8,73 8 8.27 8.4 8.42

Indeks Kedalaman Kemiskinan | 1,19 | 1.02 | 156 | 159 1.42

Indeks Keparahan Kemiskinan 0.25 0.2 0.46 0.47 0.39

Garis Kemiskinan (Rupiah) 278068 | 290592 | 306328 | 316428 | 333002
Sumber: Badan Pusat Satistik Kabupaten Gowa, 20119,




Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti vang
digambarkan di atas, sckaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan

sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program

Bantuan Pangan Non Tunai {EP'NT lain BPNT dikenal dengan

istilah Non Cuash Food Assistanée P, : merupakan kelanjutan

.........
..............

masyarakat
untuk kebutuhan P : cluarga Miskin
(RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan
pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin  melalui
pendistribusian beras 15 Kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600.- per kg dititik
distribusi atau penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu.
Salah satu program vang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan




pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga
penerima manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM. melalui
mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang

digunakan hanya untuk membeli ke han pangan di tempat vang telah
bekerjasama dengan Himpunan Bank \ )yang kemudian disebut

bertahap. bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten
sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai.

Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan
secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui

Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 “Penanganan Fakir miskin adalah upaya

vang terarah. terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah




Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.”

Kabupaten Gowa menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebanyak

38.558 keluarga dari Kementerian Sosial RL Mereka terdiri dari 23.814 Keluarga

N

n (PKH) dan 14.744

dapat diketahui nilai pembelanjaan. Karena itu, dengan adanya BPNT ini bisa
memaksimalkan kualitas penerima manfaat. dan bisa berjalan dengan aman
kondusif, serta membawa masyarakat Gowa lebih sejahtera dimasa yang akan
datang (Amir. 2018),

Peraturan menteri tersebut menciptakan sebuah inovasi atau program baru

untuk program bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan

Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari




pemerintah vang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap
bulannya melalui  mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk

membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-Warong (Elektronik Warung

Cita) yang bekerjasama dengan Bank

5

Covid-19.
Upaya ini sebagai bentuk komitme : uk  memenuhi
ketahanan pangan masyarakat, terutama pada keluarga rentan selama penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan masuk ketahap pelaksanaan
pada Senin 04 Mei 2020. Berdasarkan data Jaring Pengaman Sosial Covid-19
Kabupaten Gowa, bantuan sembako yang disalurkan dari berbagai program sosial

pemerintah pusat hingga kabupaten.




Untuk program BPNT sendiri mengalami penambahan jumlah Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) khusus dalam masa Pandemi Covid-19 ini yang disebut

BPNT Covid-19. Untuk Kecamatan Parangloe jumlah penerima BPNT sebanyak

e Og |

D. Manfaat Penelitia
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :
1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu
pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu admnistrasi negara,
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi
pegawai yang menangani langsung masalah tentang Implementasi Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian memherikan acuan dan
kir u . menjadi saran dari

Sosialisasi program 44% termasuk ke dalam kategori cukup efektif. tujuan

program 79% ada pada kategori efektif. dan pemantauan program 36% ada
pada kategori cukup efektif. Untuk itu sehingpa lebih ditingkatkan lagi
efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Gulak Galik dengan
seringnya melakukan pembaharuan data penerima manfaal program serta

pemberian pelayanan dan penginformasian program lebih maksimal.




2. Penelitian yang dilakukan oleh (Rachman & Agustian, 2018) dengan judul
“Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera

(RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunmai (BPNT)". Metode kajian

kualitatif. Hasil penclitian

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Hakim. Harianto & Nurmalina, 2019}
dengan judul “Analisis Dampak Kebijakan Beras Sejahtera Dan Kebijakan
Program Bantuan Non Tunai Terhadap Titk Fkuilibrium Rumah Tangga
Miskin di Indonesia”. Penclitian ini menggunakan data SUSENAS Maret
2016 sebanyak 300000 responden vang dikelompokkan menjadi 496

kelompok berdasarkan kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa elastisitas permintaan beras rumahtangga miskin

Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar -0.68466 dimana tergolong pada

Inelastis. Kebijakan beras miskin yang telah dilaksanakan memberikan efek

pelayan masyarakat.

Kebijakan sosial menurut (Suharto, 2014) adalah seperangkat tindakan
(course of action), kerangka kerja (framework). petunjuk (guidiine). rencana
(plan). peta (map). atau strategi yang direncanakan untuk menterjemahkan visi
politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan

untuk mencapai tujuan tertentu dibidang kesejahteraan sosial.




(B

Dalam membahas kebijakan sosial, diperlukan pemahaman mengenai
tujuan-tujuan dari pembangunan dan juga kehidupan banyak orang. Kemudian

dalam menentukan suatu kebijakan sosial diperlukan berbagai pertimbangan

sosial yang nantinva dapat mendorong atat menghambat, Menurut Midgley

ol

dalam (Suharto, 2014) yang entukan kategori suatu

L

dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dari kebijakan sosial yang telah

direncanakan atau bisa disebut dengan kesejahteraan fiskal.
Berdasarkan kategori di atas dapat disimpulkan bahwa sctiap perundang-
undangan, hukum ataupun peraturan daerah yang menyangkut masalah dan
kebijakan sosial berbentuk undang-undang. Kebijakan sosial merupakan salah

satu bentuk dan kebijakan p‘uhiik. karena memiliki tujuan vang berkaitan
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dengan  kepentingan  kehidupan masyarakat, namun berorientasi pada
kesejahteraan sosial. Sehingga dalam melihatnya terdapat tiga sudut pandang

menurut Huttman, Gilbert dan Specht, dalam (Suharto, 2014) yakni kebijakan

sosial sebagai  produk (produ i sebagai  kinerja atau capaian

(performance). Sebagal pros ] kebijakan diperlukan

o , /'l W
kebijakan. b :
udl RN

ternad s

llllllllll

memutuskan pad
yang tertulis. sehingga kinerja dalam hal ini melihat pada dampak vang telah
dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat, ataupun menyangkut penilaian dari
kebijakan yang telah diterapkan sehingga dapat diketahui sisi positif dan
negatif.

Menurut  (Islamy. 2002) menguraikan beberapa elemen penting dalam

kebijakan publik. yaitu :

1) Bahwa kebijakan publik it dalam bentuk perdanya berupa penetapan
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tindakan tindakan pemerintahan:

2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi

dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;

mELD PR EER el i ebtd EIchs el el

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebija sosial memiliki fungsi
preventil (pencegahan). dan kuratif (penyembuhan). dan pengembangan
(developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara
kolektif untuk mencegah terjadinya masalah  sosial (fungsi  preventif)
mengatasi  masalah  sosial  (fungsi  kuratif) dan mempromosikan
kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state

obligatiaon) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya {Suharto, 2014).




Berdasarkan penjelasan di atas maka kebijakan sosial sebagai bentuk

kebijakan publik yang memiliki beberapa proses perumusan sehingga dalam

implementasi program memerlukan sudut pandang yang bisa digunakan untuk

menjabarkan  bahwa: “implementasi merupakan proses umum tindakan
administratil’ yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses
implementasinya baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah
ditetapkan. program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta
disalurkan untuk mencapai sasaran”.

Menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil

kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Meter dan Horn bahwa
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tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan
kebijakan publik dircalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang

melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Grindle, 1980).

Terdapat beberapa model ah implementasi yang dapat

N

menjadi referensi dalam j jjakan yang didalamnya

Proses Impelentasi
Dampak
yang
Ieelpran Kesesuaian Dampak > | diperkirakan
Kei::uaksani{un : keiuﬂm —=| aktual - J_
Dari Organisas kebijakan el
Perbaikan
peraturan

Gambar 2.1: Model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier




Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah
suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijaksanaan vakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan

RS LA R TR iieY

i S individualy.
i . " L AT andgroup
Guoals _ - nvisicned b, Change and its
achieved? : * Site of deciston making acceplinte
- = Propram [inplementors
Avction Programs -
1 and Individual * Resooras sommteld [
‘.‘ Prijects Besigned i
A i Frinded b Canpest fmplenntation
B q * Power, fntérests, and '
i strutegies of oclors. !
: invalved !
p B * Institution and regime
: rogrims charncteristics i
>0 Delivered 21 . ﬁﬂmﬂhapﬂ il o ‘
s desipned? Responsiveness L
s I MEASURING SUCCESS T

Gambar 2.2 : Model implementasi Merilee S. Grindle




17

Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran atau hasil keputusan baik

berupa materi program yang telah dicapai melalui interaksi-interaksi antar

aktor tersebut akhirnya ditentukan oleh‘pas huat keputusan dalam konteks

TN

politik administratif. Proses

........

Implemen . Karakteristik dari agen ‘Kecenderungan RISEIA'
1ast pelaksana/implementor (disposition) ﬁg-:i‘gm

Kehijakan dari pelaksana/
T implementor
Kondisi ekonomi, _
Sumber sosial dan politik >
Daya

Gambar 2.3 © Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn




18

a) Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional
Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program
dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi

tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud

v

A1 1
________

=\
3, ™Iy
“‘

ekonomi. sosial dan politik (ekosospol), Pengaruh faktor ini memiliki cfek
yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.
d) Disposisi atau Sikap Pelaksana
Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam
juridis dimana kebijakan disampaikan.
Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksanaan dalam implementasi

kebijakan :
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1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)
2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.

3) Intensitas dari respon pelaksana.

yaitu:  faktor-faktor in

o
/4 KPS 1

Gambar 2.4 : Model Implementasi Kebijakan Publik Edwards 111




20

Model implementasi dari Edward [l menggunakan faktor yang berfokus
di dalam struktur pemerintah umtuk menjelaskan proses implementasi,

Penckanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa kalau para implementor

L

pat dimulz i KOR

0
,,,,,

Keempat | - carena antar
satu dengan vang lainnya memiliki keterkaitan vang kuat. Tujuan kita adalah
meningkatkan pengetahuan temtang implementasi kebijakan. Penyederhanaan
pengertian  dengan  dengan cara diturunkan (membreakdown) melalui
cksplanasi implementasi ke dalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan
merupakan suatu proses dinamis yang dimana meliputi interaksi banyak faktor,
Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan sehingga dapat

diketahui  pengaruhnya  terhadap implementasi.  Faktor-faktor — yang
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mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards 111 sebagai
berikut:

1) Komunikasi

Faktor ini dalam implemen berjalan efektif dan efisien

apabila ukuran dan tujuan i oleh individu-individu

......

memahami  apakah mereka dapat mclaksanakannya. Bahwasanya
implementasi kehijakan‘ harus diterima oleh semua pihak dan personel agar
dapat memahami secara jelas dan akurat terkait dengan maksud dan tujuan
kebijakan. Jika ada aktor pembuat kebijukan telah melihat adanya
ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan maka tentunya mereka tidak
memahami tentang apa vang sesungguhnya vang akan diarahkan. Para

implementor kebijakan akan merasa bingung dengan apa yang mercka




lakukan sehingea jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang efektif

dan optimal. kurangnya komunikasi kepada para implementor secara serius

akan berdampak pada implementasi kebijakan.

2) Sumberdaya

~ay

akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara  efekif
dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik.
Dengan demikian, jika jumlah personil pelaksana kebijakan terbatas maka
upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para
pelaksana untuk menjalankan program kebijakan tersebut. Oleh sebab itu

perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar

dapat meningkatkan kinerja program kebijakan. Kurangnya kemampuan




pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi

‘merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan

program ini membutuhkan skill yang khusus. paling tidak mereka harus

dibutuhkan adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program
dilakukan. kewenangan untuk mengatur /membelanjakan keuangan, baik
penyediaan uang. pengadaan staf. serta pengadaan supervisor. Fasilitas yang.
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti
kantor. peralatan kantor. serta dana vang mencukupi tanpa fasilitas ini

mustahil program dapat berjalan.




24

3) Sikap (Disposisi)
Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi

kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin

atau bagian isi dari kebijakan ters '. mereka akan melaksanakan

Dukungan dari pimpinan sangat berd
program agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Wujud dari dukungan
pimpinan ini adalah dengan menempatkan kebijakan menjadi prioritas
program, meuem_patkan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung
program. serta memperhatikan keseimbangan daerah. agama, jenis kelamin,
suku, dan Karakter demografi yang lain. selain itu, indikator ini

menyediakan dana yang cukup guna memberikan insentif’ bagi para
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pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam
melaksanakan kebijakan/program.
4) Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi tidak dapg

'7?0 ‘l..\\.
(’&r.. "
“KAAN D

kebebasan
yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu
di luar organisasi
g) Vitalitas suatu organisasi
f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat

keputusan atau pelaksana keputusan.
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Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal
ketika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan
dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan

! il 64* i

TS e Ny

| S
= el l‘}] :\5 el st

Gambar 2.5: Model Implementasi Kebijakan Publik Soren C. Winter
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Jika merujuk pada model di atas. maka terlihat dengan jelas bahwa
implementasi  kebijakan sangat dipengaruhi design kebijakan vang pada

dasarnya lahir atau ditentukan oleh formulasi kebijakan itu sendiri. Hal lain

pelaksana.

kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa
perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung
secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapal mengkonversi arah
kebijakan melalui tindakan. Proses implementasi dapat diterapkan melalui
banyak cara. Salah satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan

dapat terpenuhi dalam suatu organisasi. Tetapi. agar kinerja implementasi
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lebih efesien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan

berbagai organisasi. atau bagian-bagian organisasi itu. Tingkat implementasi

dapat ditempuh  pada organisasi formal, sementara administrasi

3) Perilaku kelompok sasaran (target grup behavior).

Perilaku kelompok sasaran (targer grup behavior) yang tidak hanya
memberi pengaruh pada efek/dampak kebijkan, tetapi juga mempengaruhi,
kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon
positif” dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung

kebijakan.
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Variabel perilaku target grup dalam implementasi kebijakan publik

adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang

berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam

Tingkat kegagalan suatu implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda
satu sama lain. Berdasarkan model implementasi kebijakan Winter
diatas, maka kelebihan yvang dimiliki adalah kemampuan menginterasikan
dan menyederhanakan beberapa model implementasi menjadi satu model
vang tidak rumit terutama pada jaringan organisasi. Kelemahannya adalah

tidak menjelaskan lebih rinci pengertian perilaku dan mengidentifikasi
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faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan,
Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program adalah terletak pada
proses implementasinya dan pada tahap implementasi ini merupakan tahap

yang paling penting dalam .kesel u program dalam menilai suatu

sesuai dengan pedoman umum BPNT. (Yunus. 2019).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BPNT dapat
terlihat dari dukungan masyarakat dan kerja keras dari pemerintah  atau
pendamping program BPNT dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat harus
paham tentang program BPNT Kkarena program terscbut yang menggunakan

kartu yang dapat ditukarkan di e-warong. Dalam penyaluran program ini harus

koordinasi yang baik antar instansi pelaksana program BPNT. hal ni sesuai
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dengan aspek teoritik mengenai implementasi program bahwa aspek kordinasi
dan kerjasama merupakan aspek penting keberhasilan.

Jadi yang dimaksud dengan implementasi program BPNT yang efektif

bagi penerima adalah tercapainya rintah dalam menanggulangi
kemiskinan dengan program prog T
menyerupai ATM _da ‘ong  sesuai dengan

kebutuhan se

Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya
peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi
perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Winarni (Masta, 2016) bantuan beras miskin atau yang biasa
disebut Raskin merupakan suatu bantuan yang memberikan perlindungan
kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan

gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah




ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Kemudian dalam program raskin pada tahun 2015 di ganti menjadi

rastra. Alasan mengganti naman raskin menjadi rastra adalah untuk mengubah

Pangan Non Tunai). Rastra diganti dengan program Voucher Pangan. Voucher
pangan dapat digunakan untuk menembus atau membeli berbagai bahan pokok
seperti beras, telur, minyak goreng dan lainnya di pasar. di warung. di toko
atau agen kusus vang diberi nama e-warong. Program ini sebagai upaya
meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap

kebutuhan pangan. Dengan adanya reformasi ini. rakyal yang belum
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sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan yang bisa
membeli sembako di pasar ataupun di toko dengan kualitas yang lebih serta

juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih suehnbang.

Dalam menjalankan prog u al Standart  Operasional

itan  dengan prosedur

kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga
dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan
pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan
dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan. serta berbagai
prosedur administrasi lainnya.

2) Koordinasi di tingkat pemerintah provinsi

Pemerintah provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan

e
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Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi
Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan

pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan

pendanaan  melalui  APBD

sosialisasi. penanganai

didukung oleh perangkat dea setempat serta pendamping program BPNT.
b. Penyerahan Data Penerima Manfaat

‘a Jumlah pagu penyaluran BPNT tingkat provinsi dan kabupaten/kota
merujuk pada keputusan menteri sosial yang akan disampaikan seluruh
Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat menten sosial.

b. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran

BPNT yang bersumber dari DT-PPFM
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¢. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran

BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur

d. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran

kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan
rasio e-warong dengan KPM dilakukan selambat-lambatnya 30 (liga
puiu[_z} hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama.

b. Memberikan layanan perbankan kepada e-warong. termasuk diantaranya:

pembukaan rekening tabungan. pendaftaran menjadi agen Laku Pandai

atau LKD, dan layanan usaha lainnya,

c. Melakukan upaya edukasi dan  sosialisasi. ~pemasaran/branding.
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perbaikan fasilitas e-warong dan lainnya untuk melayani KPM.
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan

menggunakan Kartu Kombo, termasuk:

1) Memastikan ketersediaan |

/,1 pembaca kartu kombo pada

‘e-warong untuk me pangan oleh KPM

a kartu kombo

dalam mekanisme penyaluran BPNT. Pelaksanaan dan Sasaran Ldukasi
dan Sosialisasi.
1) Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:
a) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik
pusat dun daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.
b) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme

pemanfaatan Program BPNT.
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¢) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program
BPNT.

2) Sasaran dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah:

a) Kementerian atau Lembaga terkail.

melakukan
kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampl memproses
transaksi dari Alat Fsmﬁayaran Menggunakan Kartu/uang elektronik
vang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan serta
bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang)
baik ditingkat pusat maupun cabang.

3) Pelaksana Fdukasi dan Sosialisasi, Pelaksana edukasi dan sosialisasi

dalam pelaksanaan Program BPN'T. terdiri dari:
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a) Pemerintah: Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang
sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
b) Bank Penyalur.

¢) Pemilik/Pengelola e-warong

Kombo

; pakai untuk
Mu A trasi

\

1 \
‘‘‘‘‘‘‘‘‘
, g

1I1TE

bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM.
3) Proses 3
Bank penvalur menvampaikan laporan dengan format buku antar
bank dan dashboard Program BPNT kepada Kementerian Sosial dan Tim
Pengendali.

f. Penvaluran

Proses penyaluran bantuan. terdiri dari:
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1) Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk
masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima

dari Kementernan Sosial,

2) Bank Penyalur melakukan pefindahan buku dana Bantuan Sosial

o

sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim
Pengendali.

7) Bank Penvalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah
mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT
KPM.

§) Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal

25 (dua puluh lima).
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9) Bank memastikan sistem uang elekironik tidak berubah setiap periode
penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

g. Pemanfaatan

wAKAS S a
b

P

& 1
«"'h«/l

Y

registrasi dan pembukaan kartu. penyaluran program dan pemanfaatan program
BPNT untuk KPM. Program BPNT diberikan kepada masyarakat miskin
secara gratis melalui kartu vang didalamnya terdapat Rp.200.000 yang dapat
ditukarkan pada e-warong. Tujuan diberikan program BPNT tersebut adalah
untuk menjaga ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi masyarakat melalui
kartu yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur. Akan tetapi program

BPNT dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat atau KPM.
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Pemerintah dalam hal ini harus berhati-hati terhadap program BPNT.
kebijakan pasti menyebabkan kerentanan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah  sebenarnya  sudah  pasti dmemiliki  tujuan  melindungi  dan

meningkatkan kualitas hidup . /\

. nan disini masyarakal atau

KPM akan bergantung

;

Wl

\
‘\ N u\' C "% U/ s&,’//

gy ke

Komunikasi Interorganisasional
Karaktenstik Pelaksana

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Disposisi atau Sikap Pelaksana

i i ¥

Gambar 2.6 : Kerangka Pikir
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D. Fokus Penelitian
Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan eral dengan

masalah maupun data yang dikumpulka;

dimana fokus merupakan pecahan

dahulu  ditetapkan  fokus sgaimana  Komunikasi

kemiskinan berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok

bagi masyarakat kurang mampu.
2. Komunikast Interorganisasional
Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu komunikasi antar organisasi

di dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalu

e-Warong i Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa berdasarkan tugas
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masing-masing instansi/bagian agar implementasi program tidak terjadi

miskomunikasi antar aktor dari tingkat kelurahan/desa maupun pusat.

- Kondisi sosial adalah suatu keadaan atau situasi yang ada di dalam
masyarakat tertentu yang terkait dengan keadaan sosial Keluarga
Pencrima Manfaat (KPM),

- Kondisi politik adalah keadaan politik suatu  wilayah  yang
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT).




5. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kecenderungan sikap yang

dimiliki oleh agen e-Warong dan TKSK dalam melaksanakan tugas dan
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METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan d 2 (dua) bulan setelah
i dilaksanakan di

ATl

BN
i Bk 0

’ K ‘.~::‘=u\'."='n
2, s

ZTa

2. Tipe penelitian in1 yaitu deskriptif dengan didukung data kuahtatil’ dimana
peneliti  berusaha untuk mengungkapkan suau  fakia  atau  realita

implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamtan Parangloe

Kabupaten Gowa.
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C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dijaring dari sumber sekunder dan

primer dengan proposisi sesuai dengan tujtian penelitian ini.

I. Data primer, adalah data g at dari  pengamatan  langsung

~

(observasi), dan wawancars

11

&
N ¢~
> &
S W

pEnt‘:]iﬁﬁIl ini, Dalar
betul dapat membenkan informasi sesuai dengan penelitan yang sedang

dilaksanakan.
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Tabel 3.1. Informan Penelitian

No Nama Informan Pekerjaan/Jabatan

I. | Mappatangka, $.S0s., MM | Ca ecamatan Parangloe
Zainuddin, $.So0s :

-.“« @ 9
M \ " kA oW

w i

2. Wawancara
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara
langsung (tanya jawab dalam bentuk komumkasi verbal) kepada semua

informan yang terkait. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara

terstruktur den:g;m menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar

informan satu dengan yang lainnya.
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3. Dokumentasi
Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan
dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara

(]

dibuat; Kedusd

mempersentasikan data dengan baik agar lebih mudah untuk dipahami.
Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan
seterusnya: Ketiga, Menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi yaitu proses
penarikan kesimpulan awal masih belum kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan

akhir akan dilakukan setelah penghimpunan data berakhir.
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G. Keabsahan Data
Semua data yang diperoleh dan yang ditemukan dalam penelitian ini

akan diuji kredibilitasnya dengan cara triangulasi. Menurut Sugiyono (2016),

1eInha

dart hasil

dokumen,

Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut  masih
menimbulkan hasil data yang berbeda-beda. maka peneliti akan melakukan
diskusi yang lebih mendalam dengan sumber data yang berkaitan atau yang
lain guna memastikan data yang .&ian_ggap benar atau mungkin semua benar

karena sudut pandangnya berbeda.
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3. Triangulasi Waktu
Waktu juga seringkai mempengaruhi kredibilitas data, Data yang

dikumpulkam dari hasil wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
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dengan ketinggian 92 — 750 meter dari permukaan laut.
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Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 unit, Sekolah Dasar Inpres (SDI) 12 unit, SD
Transmigrasi 2 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 umt, Sekolah
Menengah Atas 1 unit, Madrasah Tsanawiyah | unit dan Madrasah Aliyah |
unit, fasilitas umum kesehatan yaitu Puskesmas Parangloe dan 7 unit Pustu.
Bendungan (DAM) serbaguna Bili-Bili juga terletak di Kecamatan

Parangloe. Bendungan ini merupakan pemasok utama bahan baku air minum di
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Kabupaten Gowa dan Kota Makassar, selain itu juga sebagai penyedia air
(irigasi) untuk persawahan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Tukalar.

Penduduk Kecamatan Parangloe

numnya berprofesi scbagai petani

profesional sebagai sumber pendapatan masyarakat,

d. Meningkatkan iman dan taqwa serta letap mengutamakan azas
kebersamaan dan persaudaraan antar warga;

e. Menjunjung tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan aparatur

lainnya.




3. Program Unggulan
Sebagai kecamatan yang tercakup dalam satuan kawasan pengembangan

(SKP) B, di wilayah ini di arahkan pengembangan sektor pertanian, indusiri.

pertambangan, _pariwisata dan jasz

minum, i c?
/ \Q/QL wN\Abs‘,
\\\ ‘\",) g//

2) Peningkatan pendapatan di sektor pariwisata antara lain wisata Tirta dan

wisata lainnya di kawasan bendungan Bili-Bili di padukan dengan potensi
wisata lainnya di Kabupaten Gowa.
3) Peningkatan pengelolaan fungsi lindung dan penyangga catchment area

untuk mendukung pemulihan fungsi hidrologis pasca bencana di bendungan

Bili-Bili dan ketersediaan air tanah di dacrah bawahnya.
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Pembangunan kecamatan masih memerlukan peningkatan kondisi sarana
dan prasarana perhubungan ke setiap desa untuk membuka isolasi kantong-

kantong produksi dan menjalin  interkoneksitas antar desa mendukung

N\

pengembangan sentra pertanian .

| t.) Bel -/.

Pengg alay
\"l o
S (& belum optinal
\ ' DY

5) Sarana transportasi serta sarana jalan yang belum memadal, terutama jalan

penghubung antar desa, dusun dan lingkungan yang perlu di tingkatkan.
6) Masih terdapat beberapa desa yang masyarakatnya sulit mendapatkan air
bersih sementara ada beberapa lokasi mata air yang dapat dikelola unwuk

memenuhi kebutuhan air bersih,

7) Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja.
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4. Struktur Organisasi
Kantor Kecamatan Parangloe merupakan salah satu Satan Kerja

Perangkat Dacrah (SKPD) dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Hal

ini tertuang dalam Peraturan Dacrah k

AL R

Kecamatan Parangloe ini sebagai lembaga teknis Pemenntah Daerah karena
merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) vang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Peraturan Bupati Gowa Nomor: Tahun 2016 tentang Tugas Pokok.

Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kecamatan
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Parangloe mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Gowa
‘dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan serta tugas-

Fungsi:

|. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah:

2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;
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4. Pelaksanaan koordinasi penerapan  dan  penegakan  Peraturan
Perundang-undangan;

5. Pelaksanaan koordinasi peméliharaan prasarana dan  fasilitas

pelayanan umum;

operasionalisasi, membe

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan,
meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan
serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Kecamatan.

Fungsi .

1. Perumusan kebijakan teknis  di bidang  umum, kepegawaian,

perlengkapan dan aset perencanaan dan pelaporan, serta keuangan.
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2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum,

kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan,

I. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang umum dan
kepegawaian;

2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan
kepegawaian,

3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum

dan kepegawaian;




4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Tugas pokok: A
b Bagh . mempunyai tugas pokok
e : .

L1
1111

tugas dan fungsinya.

5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang keuangan;
6. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kevangan;
7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan:

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesual dengan tugas

dan fungsinya.
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) Kasi Pemenintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat

N
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Fungsi :

I, menyusun rencana program dan kegiatan Scksi Pembinaan Desa dan
Kelurahan  berdasarakan  peraturan  perundang-undangan  sebaga
pedoman dalam pelaksanaan tugas:

2. melaksanakan  fasilitasi  dan  koordinasi  penyelenggaraan

pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan  yang
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berlaku sehingga dapat menciptakan kesetaraan dan kesinambungan
pelayanan publik di desa dan kelurahan;

3. melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi

daerah di wi]n}rah keca rA

""’/,// " n %5

+
\
15y

‘sebagai bentuk keseragaman pelaksanaan pembangunan di setiap

Desa dan/atau Kelurahan;
7. memantau kinerja lembaga pemerintahan seperti BPD. LPM, RW,

RT dan lain — lain berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bentuk evaluasi kinerja perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
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8. menyusun bahan - bahan usulan Musrenbang Desa ‘dan/atau

Kelurahan sebagai bahan rekomendasi  usulan  Musrenbang

14, menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup

Seksi Pembinaan Desa dan/atau Kelurahan berdasarkan standar dan
prosedur vang berlaku agar pengembangan kurier dan peningkatan
efektivitas kinerja aparatur sipil negara;

15. membina bawahan dalam lingkup Seksi Pembinaan Desa dan/atau

Kelurahan sesuai dengan ketentuan agar dapat meningkatkan




efisiensi kerja aparatur sipil negara;
16. melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan

sebagai bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan

L \\m\lh,,//

efektivitas potensi masyarakat,

3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kegiatan program
pendidikan dan kesehatan masyarakat, generasi muda. keolahragaan,
kebudayaan, kepramukaun serta peranan wanita  berdasarkan
ketentuan yang berlaku schingga dapat menggali semua potensi

keberdavaan masyarakat desa dan atau kelurahan,
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4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian
rakyat di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku
schingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

AN

5. melaksanakan fasilitasi” penvelenggaraan sarana pendidikan dan

¢

tuan yang berlaku

o
it B
3

9. menyelenggarakan fasilitasi  kegiatan  organisasi  sosial

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga adat
berdasarkan ketentuan sehingga mampu menciptakan keberdayaan
masyarakat:

10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan

Masvarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan




66

berdasarkan standar operasional prﬁsedur-sehagai bahan perumusan
kebijakan;

I'. mendistribusikan dan memberj/petunjuk pelaksanaan tugas kepada

Wiz

e t “
N Y
&V NWoeay 22
SRS E

P

sebagai bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan
tugas dan fungsi, dan

17. melaksanakan twgas kedinasan lain yang diperintahkan olch atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.
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h) Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Tugas pokok:
Scksi Ketentraman dan Keter!

ban Umum mempunyai tugas pokok

membantu Camat

melaksanakan tugas

}\}E“‘!"{!L .

N 2
\\\‘ﬁ\;w“““"{{ %
rentraman dan kete
R N v 5

o ket

i) Kasi Pelayanan Umum
Tugas pokok:
Seksi Pelavanan umum mempunyai tugas pokok meémbantu Camat
dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang

pelayanan

Fungsi
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I, Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

2. menginventarisasi sarana danJprasarana serta fasilitas pelayanan

umum berdasarkan datg Daerah yang dikuasai oleh

el

a fasilitas

6. menviapkan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas umum serta
pelayanan umum sesuai dengan ketentuan agar tercipta sinergitas
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan;

7. melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi tertentu

sesuai dengan kewenangan Camat berdasarkan ketentuan  yang
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berlaku sebagai implikasi kemudahan dalam akses dan percepatan
pelayanan publik di wilayah kecamatan;

melaksanakan kegiatan di bidang pemberian perizinan tertentu sesual

dengan kewenan an ketentuan yang berlaku

i

prosedur agar pelaksanaan tug

memeriksa hasil kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar

pelaksanaan tugas lebih optimal;

‘mentlai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup

Seksi Pelayanan Umum berdasarkan standar dan prosedur yang
berlaku agar pengembangan karier dan peningkatan efekuivitas

kinerja aparatur sipil negara;




|5. membina bawahan dalam lingkup Seksi Pelayanan Umum sesuai
dengan ketentuan agar dapat meningkatkan efisiens: kerja aparatur
sipil negara;

16. melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan
sebagai bentuk koordinasi terhadap pihak lain yang terkait dengan
tugas dan fungsi; dan

17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya,

CAMAT
MAPPATANGRA, 5503, MM

SEXRETARIS
MAPPATUNRU

BRELOMPOR JABATAY
FUNGSIONAL

Kasubag Umum & Kuilibag Perencanaan
Kepegawalan B KEuangan
NURBLAH MANSYUIL, 5,508

W bR PR Ka Seksi Keamanan Ea Sehsi Pelayanan LER ] Ha Sk
dan keteriiban Umuam Femberdagaan Reminmgan

Magyarihan ena dan

welurahan
W ARTN R A N NIV WA PANEERAN S MASKIUE. ™, 550 A i, b i Sk

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kecamatan Parangloe
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B. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di
Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Peserta/penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga,

yang selanjutnya disebut Keluarg A aat (KPM) Bantuan Pangan

(TNP2K).
Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017

ditetapkan oleh Menteri Sosial. KPM Bantuan Pangan Non Tunai 2017 adalah
Keluarga yang namanya termasuk di dalam DPM. DPM discrahkan kepada
Bank Penvalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial. Bank
Penyalur kemudian membukakan Rumah Rekening berdasarkan DPM. Rumah

Rekening akan berubah menjadi Akun Elektronik Bantuan Pangan setclah
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proses pendaftaran peserta selesai. Apabila KPM yang namanya terdaftar

dalam DPM telah memiliki rekening untuk penyaluran program Bantuan Sosial

lain, maka rekening tersebut dapat digunakan untuk mencrima Program

Sumber: TKSK Kecamatan Parangloe 2020
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe
Kabupaten Gowa telah dilakukan pendistribusian Kartu Kombo scjak bulan
oktober tahun 2018 oleh BNI sebagai Bank Penyalur yang ditunjuk oleh di
Mentri Sosial di Kabupaten Gowa dan terdapat data tambahan pencrima
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimasa Pandemi Covid-19 ini. Berikut

tabel jumlah tambahan KPM di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa :
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Tabel 4.2
Tambahan KPM BPNT Kecamatan Parangloe tingkat Desa/Kelurahan
Kt ~Jumlah

No ATt Tambahan KPM

1 Kelurahan Lanna 121

2 Kelurahan Bontoparang. 86

3 Desa Borisallo 177

4 Desa Lonjo 166

5 Desa Bela ]

Hh Desa

. P [ 4

Sumb N
< A )
"
mias | ' n
"
peim - -
pemerint n terhadap banyal a
\ ] "
tidak ma 1 r i ari.
)
Kecamatan intah
*

Kecamatan | i i . upaten
Gowa untuk - aluran KS denga ! gar semua
KPM mendapatkan tersebut.

Selanjutnya, untuk pencarian saldo yang ada di rckening setiap KPM
dilakukan di e-Warong yang ditetapkan oleh bank penyalur (BNI). e-Warong
adalah Elektronik Warung Gotong Royong yang dibentuk oleh Kelompok
Usaha Bersama (Kube) Program Keluarga Harapan (PKH). e-Warong
merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif KPM. Bank Penyalur (BNI)

mengindentifikasi agen bank, pedagang, dan/pihak lain untuk menjadi e-




Warong penyalur BPNT. Penctapan e-Warong scpenubnya merupakan

wewenang Bank Penyalur (BNI) dengan mempertimbngkan kriteria-kriteria

yang telah ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar dapat

N e Yz
NS

6) Memiliki komitmen yang t
Lansia (Lanjut Usia) dan KPM Disabilitas
Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Penyalur (BNI)
untuk menctapkan sebuah e-Warong, it membuktikan bahwa implementasi
Program BPNT akan berjalan lancar dan mudah dipantau oleh pihak Bank

Penyalur (BNI) agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat penyaluran

Program BPNT. Adapun _jumlah e-Warong yang dipersiapkan untuk proses
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penyaluran Program BPNT di Kecamatan Parangloe sebanyak 7 unit, jumlah e-
Warong tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah desa/kelurahan yang ada di

Kecamatan  Parangloe.  E-Warong erupakan  toko/pedagang  vang

direkomendasikan oleh Pemennts ; n oleh BNI dan sebagai
a‘ng memiliki dan
\X\N‘“"M
\\‘t‘hi,///

\\\ AA\!:

pada penjalasan berikut :

. Komunikasi Interorganisasional
Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting  dalam

penyampaian suatu  kebijakan. oleh karena 1 kebijakan yang akan

disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian
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kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarkan dengan jelas, akurat

dan konsisten serta tidak menimbulkan kontradiksi.

oleh informan "vang mewal
Kecamatan Parangloe. Komunikasi mengenai Program BPNT  yang
disosialisasikan oleh Tim Kordinasi Bantuan Sosial Kabupaten/Kota di
Kecamatan Parangloe sudah dilaksanakan, berikut kutipan wawancara dengan
Camat Kecamatan Parangloe. yang mengatakan bahwa sosialisasi telah
dilaksanakan tentang Program BPNT kepada masyarakat :

“lya, kami pihak pemerintah kecamatan pernah melakukan sosialisasi
kepada masyarakat terkait proses penyaluran BPNT dengan pihak




T6

Tenaga TKSK Kecamatan Parangloe dengan dan dihadiri pihak
pemerintah desa dan kelurahan yang ada di Parangloc " (Hasil
wawancara dengan MT pada tanggal 29 September 2020).

Sama dengan pandangan pegawai, lainnya yang merupakan Seksi

fon

v-«q e D) \\

////'llll\‘\\\

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa untuk penyampaian pencairan
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) iw dilakukan pada saat tanggal sckian
ketika saldo sudah masuk di rekening KPM, penyampaian ini mulai dari Bank
Penyalur kepada Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial Menyampatkan kepada
TKSK, selanjutnya kepada Agen. Berikut Wawancaranya yang dilakukan

dengan TKSK sekaligus pendamping BPNT di Kecamatan Parangloe :
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“Nanti pada saat tanggal sekian ketika saldonya sudah masuk di Kartu
KKS nya, di Kartu ATM nya itu, maka diinformasikan kepada seluruh
KPM untuk datang di Agen yang telah ditentukan. Dan penyampainnya
itu pertama memang menyurat. pihak BNl menyurat ke TIKOR
Kabupaten dalam hal in1  ada Dinas Sosial. Dinas Sosial
menyampaikan kepada teman-teg K kemudian ke Agen. Biasanya
a A nesin EDC. Justru Agen juga
sekarang biasa heran Karéha 1
saldo yang masu ¢

dilaksanakan di tingkat pemerintahan kemudian setelah itu di komunikasikan

juga kepada Agen dan KPM di setiap desa dan kelurahan yang ada Kecamatan
Parangloe. Pengetahuan mengenai program BPNT ini juga diungkapkan oleh
salah satu Keluarga Penerima Manfaat {KPM mengatakan bahwa dirinya
mengetahui Program BPNT mi dari pihak pelaksana yang mendamping? setiap

kelompok KPM, berikut kutipan wawancaranya:
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“kan ada semacam ketua atau pendamping di desa/kelurahan, Kita didata
dari rumah ke rumah. Kita dikasi tau memang, kan ada pemberitahuan
dari ketua masing-masing kelompok™. (Hasil wawancara dengan HF pada
tanggal 09 Okiober 2020).

Pandangan di atas sama halnya de

KPM BPNT. Menurutnya 1

L

[

:.l.ﬂ- BT -n-r_r”___m:““s)x~ _u‘_u“q-.-uf:r.t..,-_.l at maupl.ln

stakeholders pemerintah Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Komunikasi dalam pelaksanaan program Bantuna Pangan Non Tunai
(BPNT) melalui e-Warong di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa pada
awal implementasi program tdak terjadi miskomunikasi antar aktor dari
tingkat Kelurahan/Desa maupun Kabupaten. Karena sebelumnya pelaksanaan

program dari Kementrian Sosial sudah memberikan sosialisasi yang cukup batk

sebagai tujuan dan sasaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
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melalui e-Warong. Hasil sosialisasi disampaikan kepada masyarakat Keluarga
Penerima Manfaat di Kecamatan Parangloe agar masyarakat mengetahui secara

rinci isi dari program Bantuan Pangan Nen Tunai(BPNT) melaui e-Warong.

Untuk penyampaian sosialisasi -/A dilakukan dikelurahan/desa

dan disampaiakan oleh pi B

Aiar ore

atan rara I ADUp e 13 AL
Ser Tugas dalam Implemetasi program
No Nama Instansi/Bagian g;:ntuan P.anpﬁam Non ']Fu:fi
(BPNT)
1 | Dinas Sosial (TKSK) Pendamping BPNT
2 | Cammt Penanggung jawab BPNT tingkat
Kecamatan
3 | Kepala Desa/Lurah Penanggung jawab BPNT ungkat
Desa/Kelurahan
4 Pemilik e-Warong Agen Bank BNI yang menyalurkan
BPNT ]
3 'ﬁf‘é’ﬁga Prcriitie Menfzat Masyarakat yang memperoleh BPNT
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2. Karakteristik Pelaksana
Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan

dalam cksckutif yang memiliki aktoaldatau potensial dengan apa yang

dilakukan dalam kebijakan, lebik A.;A:.

¢

Y
%'\P“’ ‘ ’4/@
\\\‘\Ih.,,/ "o &

......

 dapat menja

Juar biasa dalam program secara cepat.

Struktur  organisasi memiliki pengaruh  yang signifikan  terhadap
implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi im melingkupi dua hal yaitu
mekanisme dan  struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah

mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart

Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator
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dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dar tujuan
dan sasaran kebijakan, Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur

birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan

pengawasan dan menyebabkan prosed okrasi vang rumit dan kompleks
yang selanjutnya akan

fleksibel.

a9 .
R\L\ A"":.’ {é

N
N R/

oy
i

proses berjalannya Program yang bisa meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya, Berikut kutipan wawancaranya :

“Saya kira untuk im sudah sesuai dengan aturan dani pemerintah pusat,
ya untuk bagaimana teknisnya ini, tentunya dia tidak boleh ini keluar dart
aturan-aturan yang ada, jadi kalau dia macam-macam ya. Kan Pak Camat
sebagai kepala wilayah ya pasti memantau. Baru-baru ini vang ada
beredar bahwa ada vang memanfaatkan untuk politik dipanggil semua
untuk diklarifikasi, jangan sampai bantuan ini digunakan untuk politik.
Jadi kalo sudah dijelaskan dia macam-macam ya pasti berurusan dengan
hukum, kemudian selalu bergiliran ada kordinator kepengawasannnya itu




yang mengawasi jadi kalo ada apa-apa va dia lapor kepada pihak
kecamatan.” (Hasil wawancara dengan ZN pada tanggal 29 September
2020).

Penuturan mengenai struktur birokfasi dalam implementasi BPNT mi

Juga diungkapkan oleh Age han Bontoparang, la

irokrasi pelaksana

WxKAb
\\\ \‘i'l 1,/

\ ‘\\_\f[ .‘,/'

dalam pengambilan tindakan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Jadi program ini ya sebenamya kan sudah dilaksanakan di tingkat
kecamatan, ada PEDUM va isinyva kan jelas untuk petunjuk”. (Hasil
wawancara dengan MA pada tanggal 02 Oktober 20209

Dilihat dari pernyataan TKSK Parangloe di atas dapat disimpulkan

bahwa semua struktur birokrasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
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apabila semua pihak pelaksana memahami dengan baik petunjuk yang ada di
Pedoman Umum BPNT.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai karakteristik pelaksana,

'''''

seliap
Pangan
Non Tunai (B di Ke war. Hasilnya
adalah para aktor pelaksana mulai dari desa, Pendamping, Koordinator dan
pemilik agen E-Warong sudah memenuhi standar yaitu masmg-masing aktor
memiliki sifal pelayanan publik yang berperilaku santun dan ramah kepada

masayarakat yang terdafatar sebagai keluaraga penerima manfaat.

1. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh

ekonomi, sosial dan politik (ekosospol). Pengaruh faktor ini memiliki cfek




yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana Program Bantuan
Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik ini sebenarnya menunjuk kondis

g o o
& WARSS
§ e \\\‘\"hf/&

|U/I \\\lw\ ) Y o/“”}///
i N 8 ke

rogram BPNT melaly E-Warong. K
| an serta rendahnya p + asyarakat berdamy
pengetahuan kebijakan BPNT melalui E-Warong, Maka dari it kita
sebagai pelaksana kebijakan berusaha menanganm permasalahan ini.
Tindakan yang sudah dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai kebijakan BPNT yg disalurkan melalui E-Warong
ini. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat penerima bantuan benar-
benar paham terhadap mekanisme pengambilan bantuan sceara non tunai
yang dilakukan di E-Warong. Tetapi kegiatan sosialisasi i belum kita
lakukan secara rutin. Saya tidak mengetahui aturan berapakali sostalisasi
ini harus dilakukan apalagi sclama corona bantuan sangat banyak
macamnya jadi perlu kehati-hatian dalam penyaluran bantuan tersebut™.
(Hasil wawancara dengan ZN pada tanggal 29 September 2020).
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Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Kecamatan Parangloe dalam
upaya mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non

Tunai melalui E-Warong sudah berusiha melakukan sosialisasi kepada

masyarakat terkait kebijakan /\ osialisasi i sangat perlu

dilakukan guna mengets 1 yang terjadi dan

\\\A"'Ml/

keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Nen Tunar melalui

Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Parangloe.
Secara Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Jika dilihat dari segi
sosial masyarakat sangat merespon adanya program BPNT, mereka sangat

mendukung dengan adanya program ini. Hal iu dapat dilihat dan respon

masyarakat sctempat yang tidak mendapatkan program juga ikut membantu
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dalam proses pengadaan barang di E-Warong. Masyarakat ikut membantu
mengangkat dan menata barang-barang yang dibeli oleh para pihak pelaksana.

Hanya saja karena keadaan masyarakat/masih banyak yang berpendidikan

an ATM/kartu combo. Hal

/ \.._ m ini menggunakan

U/ e o vrmi o /h;
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&« W*K‘“‘Ssxl .
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Varung & ¢ ﬁ‘
)\ < g \\\A“'M// T
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rendah dan lansia sehingga tida

mi menjadi hambatan da

||||||||

yang nyata terhadap implement:

melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Karena i, pelaksana kebijakan
haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah
ditetapkan, Maksimal atau tidaknya sebuah kebijakan implementast it juga

ditentukan oleh sikap pelaksana dan pemerintah setempat, adanya sebuah

dukungan yang diberikan oleh pemerintah ataupun tingkat kemauan yang
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tinggi yang dimiliki oleh pihak pelaksana itu akan membantu memaksimalkan
proses berjalannya sebuah implementasi.

Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat

dibutuhkan pelayanan yang A amah dari pihak pelaksana

N

4 .

e
////'q! M
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e
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setempat dan para pelaksana yang turut memantau proses penyaluran BPNT
tersebut.  Hal tersebut terungkap dari informan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan Parangloe, berikut kutipan wawancaranya:

“Dulukan bukan berupa bantuan pangan, dulukan masih Rastra jadi
transaksi pembayarannya itu disini dulu, tapi sckarang sudah berubah
Pangan masing-masing ada warung tiap kelurahan dan desa. jadi kita
cuma kadang turun mengontrol apakah sudah tersalurkan. Jadi setiap
yang dibutuhkan it dalam hal penyaluran atau apakah itu misalnya
selalu dipersiapkan ada. Kalau dia mau adakan pertemuan. ada aula
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dibelakang. Ada e-Warong disitu ada badan koordinator, ada
lurah/kepala desanya, semua yang mereka butuhkan kita ladeni, sarana

dan prasarananya it kita siapkan. apakah it sosialisasi atau yang
I;dnn‘ya,‘-' (Hasil wawancara dengan ZN pada tanggal 29 September
020).

2w

CI
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N
i

diungkapkan oleh salah satu staf desa/kelurahan. Menurutnya dukungan dari
pemerintah desa/kelurahan itu sudah diberikan kepada masyarakat karena
pemerintah desa’kelurahan lebih tau kondisi masyarakatnya dibanding dengan
para Agen. Berikut kutipan wawanacaranya :
“Agen yang menangani ini tapi pemerintah membantu seperti saya,
sayakan pemerintah desa/kelurahan saya mendampingi supaya kalau ada
masalah bisa dikasi solusi, yang menerima itu adalah masyarakat kita.

Agenkan tidak kenal dengan masyarakat mereka bukan orang-orang dari
pemerintah  jadi tidak kenal bahwa im benar masyarakat dan
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desa/kelurahan ini.” (Hasil wawancara dengan HN pada tanggal 02
Oktober 20207

Pandangan mengenai disposisi/dukungan dan pelaksana tidak hanya di

ungkapkan oleh Pemerintah K‘eﬁnmh Desa/Kelurahan, dan
TKSK Parangloe tapi juga g ah satu Agen. Menurutnya

»fh//;

\\X\m

memantau pada saut penyaluran BPNT. Benkut kutipan wawancaranyi -

“Pak desa/lurah sebagai pemerintah setempat selalu datang untuk
memastikan masayarakatnya mendapat bantuan yang terdaftar sebagai
penerima bantuan”. (Hasil wawancara dengan HF pada tanggal 09
Oktober 2020),

Mencermati gambaran di atas. dapal disimpulkan bahwa dukungan

atapun sikap dari pihak pelaksana dan  pemerintah  setempat sudah

dircalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dukungan dari Pelaksana




atapun Pemerintah itu sudah dirasakan oleh KPM yang ada di Kecamatan
Parangloe. Dalam proses penyaluran BPNT semua pihak ikut serta dalam

memantau berjalannya proses penyaluran tersebut, tidak hanya dari Tim

Koordniasi Bansos dan Pemerin

& Wi
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implementor terhz

melaksanakan kebijakan. Implementor yang lam  juga bersikap tidak
bertanggung jawab atas wgasnya. Sehingga masalah yang terjadi pada mesin
EDC menjadi keluhan masyarakat.

C. Pembahasan

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang

digambarkan di atas, sckaligus  pengembangan kebijakan di  bidang
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perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah
melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain

BPNT dikenal dengan istilah Non CashfFood Assistance Program. BPNT
bukan merupakan kelanjutan pg Tunai yang diberikan
dalam rangka m&mhan yankarn in

P\l

Kecamatan Parangloe Kabupalen

indikator menurut Meter dan Horn (Nugroho, 2009) yaitu Komunikasi
Interorganisasional, Karaktenstik Pelaksana, Kondisi Ekonomi. Soesial dan
Politik serta Disposisi atau Sikap Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada penjalasan berikut :

|. Komunikasi Interorganisasional
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Menurut Edward 111 dalam Agustino (2008) komunikasi adalah suatu
yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi atau

pelaksanaan suatu kebijakan/program. Dalam hal program bantuan sosial,

komunikasi berkenaan dengan ba -»A<~ an bantuan sosial tersebut
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BPNT vang dilakukan olch

Parangloe. sudah dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah
Pemerintah Kecamatan dan Desa, Agen dan KPM sebagai penerima bantuan
Sosial, Untuk hal tersebut. Program BPNT sudah diketahui secara menyeluruh
dengan komunikas: yang baik oleh semua masyarakat maupun stakeholders

pemerintah Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

2. Karakterisuk Pelaksana
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Pelaksana yaitu menunjukkan pada setiap kebijakan harus didukung oleh

sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya

yang dapa

kualitas implementor

dengan adanya Agen yang melanggar aturan dals _

sebagai pendamping  KPM.  Pendamping tersebut dalam  melakukan
pendampingan ia mengarahkan KPM untuk mencairkan bantuannya kepada
selain Agen yang tefah dirckomendasikan oleh Pemerintah Desa dan Pihak
BNI, ini membuktikan bahwa pendamping tersebut telah melanggar aturan

yang ada dan  tidak mengikuti apa yang tercantum pada Pedoman Umum

BPNT.
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3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh

ckonomi, sosial dan politik (ekosospol)/Pengaruh faktor ini memiliki efek

yang menonjol terhadap keberhasila a8 pelaksana Program Bantuan

Pangan Nen Tunai di g en Gowa. Proses pniitik

rendah dan lansia schingga tdak dapa

ini menjadi hambatan dalam pelaksanaannya sebab program mi menggunakan
ATM/kartu kombo sebagai alat transaksi penyalurannya. Berdasarkan hasil
penclitian, tujuan program Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT) melalui E-
Warung di Kecamatan Parangloe adalah salah satu tujuan yaitu meningkatkan

ketepatan sasaran dan wa'l_(tu penerimaan Bantuan pangan bagi KPM belum

werlaksana karena ada masalah yang terjadi pada mesin EDC schingga
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menyebabkan pada salah satu tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak
terealisasi vaitu meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan

Bantuan Pangan bagi KPM. karena dengan terjadinya masalah pada mesin

EDC menyebabkan ketidak efektife A

&b
77,

3 g 5\}»‘_“'!,;_//
/ oAy U/

pelaksanaan  d
pelaksana terhe
Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Parangloe disimpulkan bahwa
dukungan atapun sikap dari pihak pelaksana dan pemerintah setempat sudah
dircalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dukungan dari Pelaksana
atapun Pemerintah itu sudah dirasakan oleh KPM yang ada di Kecamatan

Parangloe. Dalam proses penyaluran BPNT semua pihak ikut serta dalam

memantau berjalannya proses penyaluran tersebut, tidak hanya dan Tim
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Koordniasi Bansos dan Pemerintah setempat saja tetapi juga dari TNI-AD

dalam hal ini adalah BABINSA dan juga dari pihak Kepolisian yakni




BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai topik

i
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alui Elektronik
Warung Gotong Royong (e-Warong) di Kecamatan Parangloe sudah
optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat penerima bantuan sudah sesuai dengan prosedur yang
ada. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan belum ramah

dan masih harus diperbaiki.
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3. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi jalannya suatu
kebijakan. Karena keadaan sosial, ekonomi dan politik dapat mendukung

bahkan sabaliknya. Di Kecamatan parangloe keadaan sosialnya masih bisa

dikatakan belum baik kares -‘A

g

untuk melaksanakan kebijakan. Implementor yang lain juga bersikap tidak
bertanggung jawab atas tugasnya. Sehingga masalah vang terjadi pada
mesin EDC menjadi keluhan masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan di  atas, ada beberapa saran  yang

direkomendasikan pencliti sebagai bahan evaluasi dan masukan baik untuk
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pengembangan pengayaan teori maupuan kebutuhan prkatis guna mendukung
Program BPNT khusunya di Kecamatan Parangloe adalah sebagai berikut:

I. Perlu adanya koordinasi yang baik oleh pihak pelaksana schingga tidak akan

terjadi ketidakvalidan data.

2. Perlu !dﬂ:ﬂ_‘f& ANy i3 fi! skait dalam menangani

vy |
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Foto bersama dengan Bapak Mappatangka, S.Ses., MM (Camat Parangloe)
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Foto bersama dengan Bapak Haeruddin, SE (Kepala Seksi Pemberdayaan dan
Pelayanan Masyarakat Kelurahan Bontoparang)
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Foto bersama dengan Husran, S.Pd (Pemilik E-Warong) Kelurahan Bontoparang
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Foto bersama dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan
Bontoparang
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Bontoparang
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Proses transaksi BPNT di Kelurahan Bontoparang
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